
Jumlah operasi 
layanan informasi jasa 

konstruksi yang 
dilaksanakan

Jumlah tenaga 
kerja konstruksi 

yang bersertifikat

Jumlah lembaga 
yang dibina dan 

ditingkatkan 
kapasitasnya

Jumlah Jasa 
Konstruksi 

Kabupaten/Kota 
yang mendapatkan 

Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib 

Penyelenggaraan

JumlahJasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib Usaha

Terselenggaranya 
Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 

di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh

Terlaksananya 
rehabilitasi Rumah 

bagi Korban 
Bencana 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
penyusunan 

Dokumen Data 
Rumah di Lokasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pembangunan 

rumah bagi Korban 
Bencana 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pembangunan 
Rumah Khusus

Terselenggaranya 
Penatausahaan 
Pemanfaatan 
Rumah Susun 

Umum dan/atau 
Rumah Khusus

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan 
akses kredit atau pembiayaan Rumah 

Layak Huni bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR)

Terlaksananya 
pemantauan dan 

evaluasinya Perizinan 
Berusaha Berbasis 

Risiko Jasa Konstruksi

Terlaksananya 
Peningkatan 

Kapasitas Pengelola 
SIPJAKI

Terlaksananya operasi 
Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi

Terlaksananya 
fasilitasi Sertifikasi 

Tenaga Kerja 
Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan 
Operator dan 

Teknisi atau Analis

Terselenggaranya 
Kelembagaan Jasa 

Konstruksi yang 
mendapatkan 

Pembinaan dan 
Peningkatan 

Kapasitas

Terselenggaranya 
Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan 
Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib 
Penyelenggaraan

Terselenggaranya Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib Usaha

Terlaksananya 
 Jasa 

Penyedotan 
Lumpur Tinja

Terlaksananya 
penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 
Penyediaan 

PSU Perumahan

Terlaksananya 
penyediaan 
Prasarana, 
Sarana, dan 

Utilitas Umum 
di Perumahan 

untuk 
Menunjangi 

Fungsi Hunian

Terselenggara
nya Kerja 

Sama 
Perbaikan 

Rumah Tidak 
Layak Huni 
Beserta PSU

Terselenggaranya 
Pendataan dan 

Verifikasi 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh

Jumlah Kapasitas 
Sistem 

Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan yang 

ditingkatkan

Jumlah SPAM 
jaringan 

perpipaan yang 
diperluas

Jumlah 
Kapasitas 

Sistem 
Penyediaan Air 

Minum 
(SPAM) 
Jaringan 

Perpipaan 
yang dibangun

Jumlah Rumah 
Tangga yang 

memiliki Toilet 
dan Tangki 

Septik Sesuai 
dengan 

Standar yang 
disediakan

Jumlah 
dokumen yang 

disusun

Jumlah 
masyarakat yang 

dilakukan 
pembinaan dan 
pemberdayaan

Jumlah SPALD 
yang 

dilaksanakan

Jumlah rumah 
tangga yang 

dilakukan 
penyedotan 
lumpur tinja

Jumlah 
dokumen yang 

disusun

Jumlah lokasi 
perumahan 

yang 
disediakan PSU

Jumlah 
dokumen 

yang disusun

Jumlah dokumen 
yang disusun

Tersedianya 
Jasa 

Penyedotan 
Lumpur Tinja

Tersusunnya 
Dokumen 

Perencanaan 
Penyediaan 

PSU Perumahan

Jumlah dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non 
berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 

yaitu 20 hari yang dilayani

Terlaksananya pelayanan  permohonan dokumen 
Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai 

dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari

Terlaksananya 
Peningkatan 

Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan

Terlaksananya 
Perluasan 

Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan

Terlaksananya 
pembangunan 

Sistem 
Penyediaan Air 

Minum 
(SPAM) 
Jaringan 

Perpipaan

Terlaksananya 
penyediaan 
Sub Sistem 

Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 
(SPALD) 

Setempat

Terlakansanya 
penyusunan 

Rencana, 
Kebijakan, 

Strategi dan 
Teknis Sistem 

Pengelolaan Air 
Limbah 

Domestik 
(SPALD)

Terdapatnya 
Masyarakat yang 

mendapatkan 
Pembinaan dan 
Pemberdayaan 

dalam 
Pengembangan 

Sistem 
Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 
(SPALD)

Terlaksananya 
operasi dan 

Terpeliharanya 
Sistem 

Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 
(SPALD)

Meningkatnya 
Kapasitas Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan

Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan yang 
mendapatkan 

Perluasan

Terbangunnya 
Sistem 

Penyediaan Air 
Minum 
(SPAM) 
Jaringan 

Perpipaan

Tersedianya 
Sub Sistem 

Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 
(SPALD) 

Setempat

Jumlah dokumen 
yang disusun

Jumlah dokumen yang 
disusun

Jumlah dokumen 
yang dihasilkan

Jumlah dokumen 
yang dihasilkan

Terlaksananya 
penyusunan 

Kebijakan terkait 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung

Terlaksananya 
Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 
Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan 
Pengubahsuaian

Terselenggaranya 
Pembangunan, 
Pemanfaatan,  

Pelestariaan dan 
Pembongkaran 

Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 

Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pemenuhan dokumen 

administrasi dan 
penyempurnaan 
dokumen hasil 

evaluasi dan masukan 
pada forum lintas 

sektor dalam rangka 
penerbitan 

persetujuan substansi

Tersusunnya 
materi teknis dan 
ranperkada RDTR 
Kabupaten/Kota 
sesuai dengan 

pedoman

Tersusunnya 
Perkada RDTR 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya Dokumen 
Kebijakan Pelaksanaan 
Penataan Ruang selain 
RTRW Kabupaten/Kota

Terselenggaranya 
 pemenuhan 

Standar 
Pelayanan Bidang 
Penataan Ruang

Terselenggaranya 
pemenuhan 

standar teknis 
kawasan

Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 
Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan 
Pengubahsuaian

Terlaksananya 
pembangunan 

Bangunan 
Perkuatan Tebing

Terlaksananya 
rehabilitasi 
Bangunan 

Perkuatan Tebing

Jumlah 
PBG,SLF,SBKBG,RTB,TPA,TPT, 

pemilik, dan pendataan bangunan 
gedung melalui SIMBG yang 

dilaksanakan

Terlaksananya Penerbitan 
Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG),  Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung 
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG

Jumlah dokumen 
kebijakan terkait 
penyelenggaraan 
bangunan gedung 

yang disusun

Panjang Bangunan 
Perkuatan Tebing 

yang Dibangun

Jumlah dokumen 
yang disusun

Jumlah materi 
yang disusun

Terehabilitasinya 
Bangunan 

Perkuatan Tebing

Panjang Bangunan 
Perkuatan Tebing 
yang Direhabilitasi

Jumlah Bangunan 
Gedung untuk 
Kepentingan 

Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 

yang Diubahsuaikan

Terlaksananya 
rekonstruksi jalan

Terpeliharanya 
Jembatan 

Secara Rutin

Terlaksananya 
operasi dan 

Terpeliharanya 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Terlaksananya 
pembangunan 

bendungan

Terlaksananya 
 rehabilitasi 
bendungan

Terlaksananya 
pembangunan 
Embung dan 

Penampung Air 
Lainnya

Terlaksananya 
rehabilitasi 

Embung dan 
Penampungan 

Air Lainnya

Terlaksananya 
pemeliharaan 

Jembatan 
Secara Berkala

terlaksananya 
pembangunan 
bendung irigasi

Terlaksananya 
pembangunan 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Terlaksananya 
peningkatan 

jaringan irigasi 
permukaan

Terlaksananya 
rehabilitasi 

Jaringan Irigasi 
Permukaan

Terlaksananya 
pemeliharaan jalan 

secara rutin

terlaksananya 
pemantauan dan 

evaluasi 
penyelenggaraan 
jalan kewenangan 

Kabupaten/Kota dan 
Desa

Terlaksananya 
pemeliharaan 
jalan secara 

berkala

Terlaksananya 
rehabilitasi jalan

terlaksananya 
Pengawasan 

penyelenggaraan 
jalan kewenangan 
Kabupaten/Kota 

dan Desa

Terlaksananya 
pembangunan 

jalan

Terlaksananya 
pembangunan 

jembatan

Terlaksananya 
rehabilitasi 
jembatan

Terlaksananya 
pemeliharaan 

Jembatan 
Secara Rutin

CASCADING DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PUBLIK DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN 

Indeks Infrastruktur Urusan ke PUPR

Indeks Infrastruktur Urusan Perumahan dan Permukiman

Terlaksananya pengawasan hasil konstruksi yang efektif

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib 
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

jumlah pelanggaran hasil konstruksi

meningkatnya kepatuhan jasa konstruksi terhadap 
kontrak/perjanjian

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase  jasa konstruksi yang tertib terhadap kontrak

Meningkatnya keterampilan jasa konstruksi

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase jasa konstruksi yang terampil

Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman

Persentase kawasan pemukiman yang layak

Persentase rumah layak huni

Tersedianya validitas data jasa konstruksi pada SIJAPKI

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase jasa konstruksi yang data SIJAPKI valid

Terlaksananya pelatihan tenaga terampil 
yang efektif

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 
Konstruksi

Jumlah tenaga terampil jasa konstruksi yang 
memiliki sertifikasi

Meningkatnya kualitas hasil konstruksi

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase hasil konstruksi yang sesuai dengan kontrak

Pembinaan dan 
Peningkatan 

Kapasitas 
Kelembagaan Jasa 

Konstruksi

Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib 

Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota

Kelembagaan Jasa 
Konstruksi yang 
mendapatkan 

Pembinaan dan 
Peningkatan 

Kapasitas

Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan 
Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib 
Penyelenggaraan

Jumlah Lembaga 
Jasa Konstruksi 
yang Dibina dan 

Ditingkatkan 
Kapasitasnya

Jumlah Paket 
Pekerjaan Jasa 

Konstruksi 
Kabupaten/Kota 

yang Diawasi dan 
Dievaluasi Tertib 
Penyelenggaraan

Pengawasan dan Evaluasi Tertib 
Usaha Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota

Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 
yang mendapatkan Pengawasan 

dan Evaluasi Tertib Usaha

Jumlah Badan Usaha Jasa 
Konstruksi Kabupaten/Kota yang 

Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha

Pemantauan dan 
Evaluasi Perizinan 
Berusaha Berbasis 

Risiko Jasa konstruksi

Terpantau dan 
Terevaluasinya 

Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Jasa 

Konstruksi

Jumlah Dokumen 
Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Jasa 

Konstruksi yang 
Dipantau dan 

Dievaluasi

Peningkatan 
Kapasitas Pengelola 

SIPJAKI

Operasionalisasi 
Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi

Fasilitasi 
Sertifikasi Tenaga 
Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan 
Operator dan 

Teknisi atau Analis

Meningkatnya 
Kapasitas Pengelola 

SIPJAKI

Beroperasinya 
Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi

Terfasilitasinya 
Sertifikasi Tenaga 
Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan 
Operator dan 

Teknisi atau Analis

Jumlah Pengelola 
SIPJAKI yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya

Jumlah Layanan 
Informasi Jasa 

Konstruksi yang 
Dioperasikan

Jumlah Tenaga 
Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan 
Operator dan 
Teknisi atau 
Analis yang 
Difasilitasi 
Sertifikasi

Jumlah dokumen 
yang disusun

Jumlah pengelola 
SIPJAKI yang 
ditingkatkan

Jumlah Dokumen 
Pemanfaatan 
Rumah Susun 

Umum dan/atau 
Rumah Khusus

Peningkatan akses kredit atau 
pembiayaan dan bantuan prasarana, 

sarana dam utilitas umum bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Memenuhi kebutuhan akses kredit atau 
pembiayaan Rumah Layak Huni bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah 
Layak Huni bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR)

meningkatnya keterisian rumah 
susun/khusus

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 
Umum dan/atau Rumah Khusus

Persentase keterisian rumah susun 

meningkatnya akses perkreditan rumah

Penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman melalui pemberian 
bantuan untuk pembangunan layak huni 

dan kawasan permukiman layak terutama 
bagi OAP dalam satu (1) wilayah 

Kabupaten/kota

Jumlah masyarakat yang terakses kredit 
FLPP

Jumlah rumah 
khusus yang 
dilaksanakan 
pembangunan

Jumlah dokumen 
yang disusun

Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah 
yang mendapatkan akta akad kredit atau 

pembiayaan rumah layak huni

Jumlah Rumah 
bagi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota 
yang Terbangun

Jumlah Rumah 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

yang Terehabilitasi

Jumlah Dokumen 
Data Rumah di 
Lokasi Rawan 

Bencana 
Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 

Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 

di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh 

dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) 
Ha yang Diperbaiki

Pembangunan 
Rumah Khusus

Terbangunnya 
Rumah Khusus

Jumlah Rumah 
Khusus yang 

Dibangun

Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni yang efektif

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Jumlah rumah tidak layak huni pulih kembali 

Jumlah RTLH yang 
tertangani

Jumlah dokumen 
yang disusun

Jumlah rumah 
korban bencana 

yang dilaksanakan 
rehabilitasi

Jumlah rumah 
korban bencana 

yang dilaksanakan 
pembangunan

Menurunnya kawasan kumuh 

luas kawasan kumuh

Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 

di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh 

dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) 

Ha

Identifikasi 
Perumahan di 
Lokasi Rawan 

Bencana 
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Rumah 
bagi Korban 

Bencana

Pembangunan 
Rumah bagi 

Korban Bencana

Terlaksananya 
Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 

di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh 

dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) 

Ha

Tersusunnya 
Dokumen Data 
Rumah di Lokasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota

Terehabilitasinya 
Rumah bagi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota

Terbangunnya 
rumah bagi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota

Menurunnya rumah tidak layak huni

Persentase rumah tidak layak huni

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Pendataan dan 
Verifikasi 

Penyelenggaraan 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh

Terlaksananya 
Pendataan dan 

Verifikasi 
Kawasan 

Permukiman 
Kumuh

Penatausahaan 
Pemanfaatan 
Rumah Susun 

Umum dan/atau 
Rumah Khusus

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Pemanfaatan 
Rumah Susun 

Umum dan/atau 
Rumah Khusus

Terpeliharanya 
Jalan Secara Rutin

Panjang Jalan yang 
Dipelihara Secara 

Rutin

Pemantauan dan 
Evaluasi 

Penyelenggaraan 
Jalan Kewenangan 

Kabupaten/Kota dan 
Desa

Terpantau dan 
Terevaluasinya 

Penyelenggaraan 
Jalan Kewenangan 

Kabupaten/Kota dan 
Desa

Panjang Jalan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota dan 
Desa yang Dipantau 

dan Dievaluasi 
Penyelenggaraannya

Perencanaan 
Penyediaan 

PSU Perumahan

Penyediaan 
Prasarana, 

Sarana, dan 
Utilitas Umum 
di Perumahan 

untuk 
Menunjang 

Fungsi Hunian

Kerja Sama 
Perbaikan 

Rumah Tidak 
Layak Huni 
Beserta PSU

Tersedianya 
Prasarana, 

Sarana, dan 
Utilitas Umum 
di Perumahan 

untuk 
Menunjangi 

Fungsi Hunian

Terlaksananya 
Kerja Sama 
Perbaikan 

Rumah Tidak 
Layak Huni 
Beserta PSU

Jumlah 
Dokumen 

Perencanaan 
Penyediaan 

PSU Perumahan

Jumlah Lokasi 
Perumahan 

yang 
Disediakan 
Prasarana, 

Sarana, dan 
Utilitas Umum 

yang 
Menunjang 

Fungsi Hunian

Jumlah 
Dokumen 

Kesepakatan 
Kerja Sama 

dalam 
Perbaikan 

Rumah Tidak 
Layak Huni 
Beserta PSU

Terbangunnya 
Jalan

Terekonstruksinya 
Jalan

Panjang Jalan 
yang Dibangun

Terpeliharanya 
Jembatan 

Secara Berkala

Jumlah 
Jembatan yang 

Dipelihara 
Secara Berkala

Rehabilitasi 
Jembatan

Terbangunnya 
Jembatan

Terehabilitasiny
a Jembatan

Jumlah 
Jembatan yang 

Dibangun

Jumlah 
Jembatan yang 

Direhabilitasi

Terbangunnya 
Bangunan 

Perkuatan Tebing

Jumlah Dokumen 
Data Permukiman 

Kumuh yang 
Terverifikasi

Tersedianya PSU kawasan sesuai 
standart

Urusan Penyelenggaraan PSU 
Perumahan

Persentase kawasan yang memiliki 
PSU sesuai standart

Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Persentase Luasan Permukiman 
Kumuh Dikawasan Perkotaan yang 

Tertangani

Panjang Jalan yang 
Direkonstruksi

Pembangunan 
Jembatan

Terehabilitasin
ya Bendungan

Jumlah 
Bendungan 

yang 
Direhabilitasi

meningkatnya pengelolaan SDA

Beroperasi dan 
Terpeliharanya 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Panjang Jaringan 
Irigasi 

Permukaan yang 
Dioperasikan dan 

Dipelihara

Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Meningkatnya 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Terehabilitasinya 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Panjang 
Jaringan Irigasi 

Permukaan 
yang 

Ditingkatkan

Panjang Jaringan 
Irigasi Permukaan 
yang Direhabilitasi

Terbangunnya 
Bendung Irigasi

Terbangunnya 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Jumlah Bendung 
Irigasi yang 

Dibangun

Panjang 
Jaringan Irigasi 

Permukaan 
yang Dibangun

Peningkatan 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Persentase kerusakan jalan

Menurunnya kerusakan jalan parah

Pembangunan 
Jalan

Rekonstruksi Jalan

Persentase pertumbuhan jalan baru

Terlaksananya penambahan jalan baru

Meningkatnya konektivitas daerah dengan jaringan jalan

Panjang Jalan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
dan Desa yang 

Diawasi 
Penyelenggaraann

ya

Panjang Jalan 
yang Direhabilitasi

Persentase penurunan kerusakan jalan 
dengan rehabilitasi

Terlaksananya perbaikan jalan melalui 
rehabilitasi

Terlaksananya pemeliharaan jalan yang efektif

Rehabilitasi Jalan

Terehabilitasinya 
Jalan

Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Jalan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
dan Desa

Terawasinya 
Penyelenggaraan 
Jalan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
dan Desa

Pemeliharaan 
Berkala Jalan

Terpeliharanya 
Jalan Secara 

Berkala

Panjang Jalan 
yang Dipelihara 
Secara Berkala

Jumlah 
Jembatan yang 

Dipelihara 
Secara Rutin

Pemeliharaan 
Berkala 

Jembatan

Panjang jalan yang 
dilaksanakan 

pemeliharaannya 
secara rutin

Panjang jalan yang 
dilaksanakan 

pemantauan dan 
evaluasi

Panjang jalan 
yang 

dilaksanakan 
pemeliharaan 
secara berkala

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

Pembangunan 
Bendung Irigasi

Pembangunan 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Meningkatnya alokasi air irigasi

Persentase  jaringan irigasi yang berfungsi baik 

meningkatnya keberfungsian sistem jaringan irigasi

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)PROGRAM PENYELENGGARAAN JALANPROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase daerah yang terhubung dengan jembatan

Terlaksananya pembangunan jembatan yang efektif

Persentase daerah yang terhubung dengan jaringan jalan

Pemeliharaan 
Rutin Jembatan

Panjang jalan yang terjaga kondisinya

Pemeliharaan Rutin 
Jalan

Persentase Jembatan Dalam Kondisi Mantap

Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Operasi dan 
Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 

Permukaan

Volume Debit air irigasi Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Operasi dan 
Pemeliharaan 

Bendungan

Beroperasi dan 
Terpeliharanya 

Bendungan

Jumlah 
Bendungan yang 
Dioperasikan dan 

Dipelihara

Jumlah pintu air dan bendungan yang beroperasional dengan baik 

Rehabilitasi Pintu 
Air/Bendung 

Pengendali Banjir

Peningkatan 
Pintu 

Air/Bendung 
Pengendali Banjir

Terehabilitasinya 
Pintu Air/Bendung 
Pengendali Banjir

Meningkatnya 
Pintu 

Air/Bendung 
Pengendali Banjir

Jumlah Pintu 
Air/Bendung 

Pengendali Banjir 
yang Direhabilitasi

Jumlah Pintu 
Air/Bendung 
Pengendali 
Banjir yang 
Ditingkatkan

Pembangunan 
Embung dan 

Penampung Air 
Lainnya

Rehabilitasi 
Embung dan 

Penampungan 
Air Lainnya

Terbangunnya 
Embung dan 

Penampung Air 
Lainnya

Terehabilitasiny
a Embung dan 
Penampungan 

Air Lainnya

Jumlah 
Embung dan 

Penampung Air 
Lainnya yang 

Dibangun

Jumlah 
Embung dan 

Penampung Air 
Lainnya yang 
Direhabilitasi

Pembangunan 
Bendungan

Terbangunnya 
Bendungan

Jumlah 
Bendungan 

yang Dibangun

Terlaksananya 
rehabilitasi Pintu 

Air/Bendung 
Pengendali Banjir

Terlaksananya 
peningkatan 

pintu air 
/bendung 

pengendali banjir

Terlaksananya 
operasi dan 

Terpeliharanya 
Bendungan

meningkatnya pengelolaan SDA

Persentase pengembangan pengendalian banjir

Persentase luas pertanian yang terlayani irigasi dengan baik

Meningkatnya kualitas pengendali banjir dan irigasi

Penyelenggaraan Penerbitan 
Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG),  Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung 
(RTB),  Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG

Persentase bangunan/gedung publik memiliki sertifikat layak 
fungsi

Meningkatnya kelayakan fungsi gedung/bangunan

Meningkatnya kualitas bangunan/gedung publik

Meningkatnya pemanfaatan bangunan/gedung publik

Persentase bangunan/gedung publik yang termanfaatkan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah 
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha 
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase tebing rusak

Menurunnya kerusakan tebing

Persentase sistem jaringan pengelola SDA dalam kondisi baik

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pembangunan 
Bangunan 

Perkuatan Tebing

Meningkatnya kualitas saluran irigasi

Rehabilitasi 
Bendungan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Pengubahsuaian 
Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 

Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi 
Bangunan 

Perkuatan Tebing

Persentase bangunan/gedung publik dalam 
kondisi baik

Menurunnya kerusakan bangunan/gedung publik

Persentase bangunan/gedung publik sesuai standart

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung

Pembangunan, 
Pemanfaatan,  

Pelestariaan dan 
Pembongkaran 

Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 

Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pembangunan, 
Pemanfaatan,  

Pelestariaan dan 
Pembongkaran 

Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 

Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 
Pembangunan, 
Pemanfaatan,  

Pelestariaan dan 
Pembongkaran 

Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 

Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota

Penyusunan 
Kebijakan terkait 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung

Terselenggaranya Penerbitan 
Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG),  Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung 
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG

Tersusunnya 
Kebijakan terkait 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung

Jumlah Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat 
Bukti Kepemilikan Bangunan 

Gedung (SBKBG),  Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung 
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG

Jumlah Dokumen 
Kebijakan terkait 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung

Jumlah bangunan 
gedung yang 
dilaksanakan 

pengubahsuaian

Jumlah dokumen 
yang disusun

Dokumen hasil 
Penilaian Kinerja 

Pemenuhan 
Standar Teknis 

Kawasan

Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan 
berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku

Persentase kawasan yang memiliki RDTR

meningkatnya ketersediaan RDTR

Persentase dokumen 
penataan ruang yang 

dihasilkan

Terwujudnya 
perencanaan,pemanfaatan 
dan pengendalian tata ruang

Jumlah pelanggaran penataan ruang 

Terlaksananya pengawasan penataan 
ruang yang efektif

Jumlah dokumen Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

Jumlah dokumen 
administrasi 

persetujuan substansi 
RDTR Kabupaten/Kota

Jumlah materi 
teknis dan 

ranperkada RDTR 
Kabupaten/Kota

Jumlah Perkada 
RDTR 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Perda/Perkada selain RTRW 

Kabupaten/Kota

Dokumen Hasil 
Penilaian Kinerja 

Pemenuhan 
Standar 

Pelayanan Bidang 
Penataan Ruang

Pengawasan 
kinerja 

pemenuhan 
standar teknis 

kawasan

Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha

Terpenuhinya 
dokumen administrasi 
dan penyempurnaan 

dokumen hasil 
evaluasi dan masukan 

pada forum lintas 
sektor dalam rangka 

penerbitan 
persetujuan substansi

Tersedianya 
materi teknis dan 
ranperkada RDTR 
Kabupaten/Kota 
sesuai dengan 

pedoman

Tersedianya 
Perkada RDTR 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Dokumen 
Kebijakan Pelaksanaan 
Penataan Ruang selain 
RTRW Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pemenuhan 

Standar 
Pelayanan Bidang 
Penataan Ruang

Terlaksananya 
pemenuhan 

standar teknis 
kawasan

Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR 
untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan 

waktu yang berlaku yaitu 20 hari

Meningkatnya kualitas pengaturan dan pembinaan tata ruang

Persentase dokumen penetapan pelaksanaan kebijakan penataan ruang

Peningkatan 
Sistem 

Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan

Perluasan 
Sistem 

Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan

Pembangunan 
Sistem 

Penyediaan Air 
Minum 
(SPAM) 
Jaringan 

Perpipaan

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci 
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) dan 
Rencana Rinci Tata Ruang 

(RRTR) Kabupaten/Kota

Pengawasan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah RT yang terlayani dengan air bukan jaringan perpipaan

Jumlah RT yang terhubung dengan air perpipaan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya layanan air bersih 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANGPROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Meningkatnya penegakan tata ruang

Persentase Ketaatan RTRW

Meningkatnya kesesuaian penataan ruang pada 
pembangunan dan usaha

Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW

Pelaksanaan 
Persetujuan Substansi 
RDTR Kabupaten/Kota

Penyusunan 
RDTR 

Kabupaten/Kota

Penetapan RDTR 
Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan dalam 
rangka Pelaksanaan 

Penataan Ruang

Pengawasan 
Standar 

Pelayanan Bidang 
Penataan Ruang

Terlaksananya operasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Persentase RT yang limbah domestik terkola dengan baik

meningkatnya akses infrastuktur dasar pendukung perumahan dan pemukiman

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase RT yang terakses sanitasi layak

Persentase  RT yang terakses air bersih layak

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Jumlah 
Masyarakat yang 

dibina dan 
diberdayakan 

dalam 
Pengembangan 

Sistem 
Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 
(SPALD)

Jumlah Sistem 
Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 

(SPALD) yang 
Dioperasikan 
dan Dipelihara

Penyediaan 
Jasa 

Penyedotan 
Lumpur Tinja

Jumlah Rumah 
Tangga yang 
Terlayani Jasa 
Penyedotan 
Lumpur Tinja

Pembinaan dan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
dalam 

Pengembangan 
Sistem 

Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 

(SPALD)

Operasi dan 
Pemeliharaan 

Sistem 
Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 
(SPALD)

Tersusunnya 
Rencana, 

Kebijakan, 
Strategi dan 

Teknis Sistem 
Pengelolaan Air 

Limbah 
Domestik 
(SPALD)

Masyarakat yang 
mendapatkan 

Pembinaan dan 
Pemberdayaan 

dalam 
Pengembangan 

Sistem 
Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 
(SPALD)

Beroperasi dan 
Terpeliharanya 

Sistem 
Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik 
(SPALD)

Kapasitas Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan yang 

ditingkatkan

Jumlah 
Sambungan 
Rumah yang 
terlayani oleh 

perluasan 
Sistem 

Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jaringan 
Perpipaan

Kapasitas 
Sistem 

Penyediaan Air 
Minum 
(SPAM) 
Jaringan 

Perpipaan 
yang dibangun

Jumlah Rumah 
Tangga yang 

memiliki Toilet 
dan Tangki 

Septik Sesuai 
dengan Standar

Penyusunan 
Rencana, 

Kebijakan, 
Strategi dan 

Teknis Sistem 
Pengelolaan Air 

Limbah 
Domestik 
(SPALD)

Jumlah 
Dokumen 
Rencana, 

Kebijakan, 
Strategi dan 

Teknis Sistem 
Pengelolaan Air 

Limbah 
Domestik 

(SPALD) yang 
disusun

Penyediaan 
Sub Sistem 

Pengolahan Air 
Limbah 

Domestik 
(SPALD) 
Setempat

Panjang jalan yang 
dilaksanakan 

rehabilitasi

Panjang jalan 
yang 

dilaksanakan 
pengawasannya

Panjang jalan 
yang 

dilaksanakan 
pembangunan

Panjang jalan yang 
dilaksanakan 
rekonstruksi

Jumlah 
pembangunan 
jembatan yang 

dilaksanakan

Jumlah 
jembatan yang 
dilaksanakan 

rehabilitasi

Jumlah 
jembatan yang 
dilaksanakan 
pemeliharaan 

secara rutin

Panjang bangunan 
perkuatan tebing 

yang 
dilaksanakan 

rehabilitasi

Panjang bangunan 
perkuatan tebing 

yang dilaksanakan 
pembangunannya

Jumlah 
bendungan 

dilaksanakan 
operasi dan di 

pelihara

Jumlah Pintu 
Air/Bendung 
Pengendali 
Banjir yang 

dilaksanakan 
peningkatannya

Jumlah pintu 
air/Bendung 

Pengendali Banjir 
yang dilaksanakan 

rehabilitasi 

Jumlah 
embung dan 

penampung air 
lainnya yang 
dilaksanakan 
rehabilitasinya

Jumlah  
embung dan 

penampung air 
lainnya yang 
dilaksanakan 

pembangunann
ya

Jumlah 
bendungan 

yang 
dilaksanakan 

rehabilitasi

Jumlah 
pembangunan 

bendungan 
yang 

dilaksanakan

Panjang jaringan 
irigasi 

permukaanyang 
dilaksanakan 
operasi dan 

pemeliharaan

Panjang 
rehabilitasi 

jaringan irigasi 
permukaan yang 

dilaksanakan

Panjang 
peningkatan 

jaringan irigasi 
yang 

dilaksanakan

Panjang 
jaringan irigasi 
permukaaan 

yang 
dilaksanakan 

pembangunann
ya

Jumlah bendung 
irigasi yang 

dilaksanakan 
pembangunannya

Jumlah 
jembatan yang 
dilaksanakan 
pemeliharaan 
secara berkala

SASAR
AN 

SUB 
KEG

SASARAN 
KEGIATAN

SASARAN 
PROGRAM

SASARAN 
STRATEGIS

TUJUAN
SKPD TUJUAN 

SKPD

PK / SKP 
JPT

PK / SKP 
KABID

PK / SKP 
JF

PK / SKP 
JF/JP
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